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Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

e~
1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan

terkait dengan keterbukaan informasi publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional | 2. Kemampuan analisis untuk mengidentifikasi permohonan informasi dari
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara masyarakat;

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704); 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4. Memahami Aplikasi yang digunakan untuk menunjang pelayanan;
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan dan referensi;
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 6. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan data.

4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024
Tentang KelembagaanPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang
Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4),

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2024 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- 1. Formulir Permohonan Informasi Daring;

2. Komputer/Laptop/Handphone;
3. Printer, LCD, ATK, Jaringan internet.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik dan
berakibat pada kinerja yang rendah;

Disimpan sebagai dokumen standar layanan dan untuk pedoman
pelaksanaan layanan informasi publik.




SOP: Uji Konsekuensi Informasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
Pimpinan -
KEGIATAN
Pemohon PPID Badan | el . Kelengkapan dan Waktu Output
' nformasi
Publik Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 7 8
1 Membuat Rencana Uji Konsekuensi e DIP dan DIK 2 jam Agenda Kerja
( \ e ATK Pembahasan

L /

2 Kajian untuk Uji Konsekuensi atas v A e Agenda Kerja Pembahasan| Tentatif | Pembentukan Berdasarkan
dasar : permohonan pemohon, ¢ DIP dan DIK tim Informasi yang
sengketa atau proaktif | o ATK Pertimbangan | diuji

e Peraturan yang terkait

3 Melakukan koordinasi, dan R o ATK 3jam Tim
membentuktim pertimbangan e Pembentukan tim Pertimbangan

pertimbangan

4 Menetapkan status informasl w e Tim Pertimbangan Tentatif | Dokumen Berdasarkan
bersifatterbuka atau tidak e DIP dan DIK Status Informasi yang

o ATK Sebuah diuji
e Peraturan yang terkait Informasi

5 Dokumentasi status atas informasi ¢ Dokumen Status 15 menit | DIK
dandokumentasi (:) SebuahlInformasi




SOP: Uji Konsekuensi Informasi Publik

No. Tanggal Perubahan Deskripsi Perubahan

1. 12 Agustus 2026 Perubahan pada Kepala Dinas Pariwisata DIY




